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KEPALA DESA SIPOLTONG
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA SIPOLTONG

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Menimbang :

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPOLTONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
kabupaten;

bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan




14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1359);

Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017
Nomor. 7, tambahan, lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 190 );

Peratura Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8 );

Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016
Tentang kewenangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2016 Nomor 24 );

Peraturan Bupati Dairi Nomor . 24 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24 );

Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2017 Nomor 36 ); sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang




Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor : 36
Tahun 2017

Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPOLTONG
dan
KEPALA DESA SIPOLTONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKPDESA) SIPOLTONG TAHUN
2024
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

(1)
(2)

(4)

(5)

Desa adalah Desa Sipoltong

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan Desa.

BadanPermusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
Strategis




10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi
dan

Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor




5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4337);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik




Mengingat

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Sipoltong Tahun 2024.
1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(1)

(2)

(1)

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

ADD adalah Alokasi Dana Desa.

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan

efisien

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2
RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan
Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sipoltong Kecamatan
SiempatNempuHulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2021.
Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan

desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :
BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta

sistematika penyusunan.

BAB 1I EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA




Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi
pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan
RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran
terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB Il GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan
hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan
desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat
desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan
yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah
desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau
kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa
sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis
rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait
dokumen RKPDes.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKPDes
Pasal 5

Isi dan wuraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

perencanaan RKPDes

BAB VII




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023
Pasal 8
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala

Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, = memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa.

Dltet@ n di Desa Sipoltong
al 7 Desember 2023

£/ Seerav ‘_"'A sIPOIyNG
B\ L ﬂ’” o

\EI@BBiCALCES ANGKAT

Diundangkan di Desa Sipoltong
Pada tanggal, 7 Desember 2023

NIRWANA SIHOMBING
SEKRETARIS DESA SIPOLTONG

LEMBARAN DESA SIPOLTONG TAHUN 2023




1.1.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas
kegiatan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/
bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas
dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat
dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa
selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris
Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa,
RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan
semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai
sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi
pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB
Desa Sipoltong Tahun Anggaran 2024
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1.2 Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sipoltong Tahun 2024

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa
dengan melaksanakan kegiatan Mencermati ulang dokumen
RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen
RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan
jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil
kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam
berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa

menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk

mencermati pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan yang masuk ke Desa, Pencermatan ulang
dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKP Desa,

serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap

Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program /Kegiatan yang
masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari
Kabupaten.

Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM
Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran

berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM
Desa.

. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa

dengan berpedoman kepada:

- Hasil kesepakatan musyawarah Desa
- Pagu indikatif Desa

Pendapatan Asli Desa

]

Rencana kegiatan Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;

L




(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejah teraan masyarakat desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6
(enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program
Satuan Kerja Perangkat Desa(SKPDesa), lintas SKP Desa, dan
program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan
kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa,
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah(RKP).

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi
masyarakat desa dan mitra pemerintah desa

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM
adalah anggota masyarakatdesa yang memiliki pengetahuan,
kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.




- Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
Kabupaten;

- Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- Hasil kesepakatan Kerjasama Antar Desa;

- serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak
ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana
kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP
Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara
kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan
RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati
rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD,
dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah
disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan
kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.

8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama.

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
1.3. Visi dan Misi Desa Sipoltong

1.3.1 Visi
MEWUJUDKAN DESA SIPOLTONG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, AMAN, SEHAT DAN MENGUTAMAKAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA SIPOLTONG MELALUI
PELAYANAN MASYARAKAT.

1.3.2 Misi

Misi Pemerintahan Desa Sipoltong dalam rangka
mewujudkan visi yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut :
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1. Melaksanankan Tugas-Tugas Kepala Desa dalam melayani
masyarakat dan membangun Desa Sipoltong dengan sepenuh
hati dan pemikiran yang matang.

2. Meningkatkan  koordinasi dengan  penyuluh-penyuluh
pertanian yang ada di Desa Sipoltong dan di Kecamatan
Siempat Nempu Hulu.

3. Berupaya mewujudkan usulan -usulan Pembangunan yang
telah di tampung dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa.

4. Menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis antar
Etnis, agama dan adat-istiadat untuk tetap menjaga persatuan
dan kesatuan.

S. Meningkatkan Kualitas Aparatur/Perangkat Desa Sipoltong
agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat Desa
Sipoltong.

6. Meningkatkan peran TP-PKK desa dalam menunjang
kesejahteraan keluarga dan lebih mengaktifkan Posyandu agar
anak-anak Desa Sipoltong Sehat semuanya.

7. Meningkatkan Koordinasi denga tenaga medis/Kesehatan yang
ada di Desa Sipoltong Agar Masyarakat Desa Sipoltong dapat
lebih sehat.

8. Meningkatkan budaya gotong royong di tengah-tengah
masyarakat Desa Sipoltong terutama kebersihan lingkungan
masing-masing.

9. Memberdayakan Karang Taruna melalui kegiatan Olah Raga
Agar generasi Muda Desa Sipoltong Terhindar dari pengaruh
Narkoba.

1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan RKP Desa Sipoltong Tahun 2024
adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau
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masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang
sesuai dengan kebutuhan Desa.

2. Menyajikan pedoman perencanaan Pembangunan Desa bagi
penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sipoltong Tahun 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sipoltong Tahun 2024
adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 dengan
memperhatikan kondisi Pembangunan Nasional dan Regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sipoltong Tahun
2024 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2024.
Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa
Sipoltong yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan
desa tahun 2024
1.5. Dasar Hukum Penyusunan
RKP Desa Sipoltong Tahun 2024 disusun dengan

berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 99
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4337);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2006 Nomor 35).

1.4. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Sipoltong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
2.1. Kondisi Objektif Desa
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa  Tahun

Sebelumnya
2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan
Desa
2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
223 Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DESA

m
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4.1,

4.2.

4.3.

Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa
Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa
4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa
Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan
/ Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa
Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan
Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

e o )
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023
2.1. Kondisi Objektif Desa
2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sipoltong terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan
Siempat Nempu Hulu, dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut :
Sebelah Utara : Lae Renun
Sebelah Selatan  : Desa Bakal Julu
Sebelah Timur : Kecamatan Tigalingga
Sebelah Barat : Desa Pandan

Desa Sipoltong dulunya di buka oleh Marga Ujung yang
sekaligus menjadi Pengulu (Raja Adat). Nama Sipoltong di ambil
dari kata Poltong yang artinya Sumbat, Nama Poltong diambil dari
nama sungai yang mengalir di Desa Sipoltong yang namanya
Namo Poltong, lalu Pengulu (Raja Adat) menamakan desa menjadi
Sipoltong.

Kehidupan masyarakat Desa Sipoltong sangat kental
dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat
yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir -
dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara
kelahiran (maresek-esek), pemberian nama (tardidi/parupa-
upaan), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan
dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga
masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama
Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih
dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan
masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan
ladang (marsiadap ari). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan
(tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat.
Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya)
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dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka
mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian
disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk
meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu
memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa
hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi
kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah
adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-
musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan
kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi
hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya

perekonomian masyarakat.

Adapun tampuk kepemimpinan Desa Sipoltong 3 (tiga)

periode terakhir sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Tabel 2.1

‘No. Nama Kepala Desa ]Masa Jabatan

1. |Poltak Samosir 1999 s.d 2004

2. |Gordon Aritonang 2004 s.d 2009

3. |Gordon Aritonang 2009 s.d 2014

4 [Tomi Marhusa Sitompul 2014

5. [Parwin Pinem 2014 s.d 2016

6. [Hobbi Calces Angkat 2016 s.d 2021
7. [Hobbi Calces Angkat 2021 s.d 2027

Tabel 2.2

e __________________________________
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No

Penggunaan Lahan

Tahun 2024 (Ha)

Lahan Sawah

Irigasi Teknis

Irigasi Setengah Teknis

Tadah Hujan

Sawah Mata Air

Lahan Bukan Sawah

1. | Pekarangan/Bangunan 700
2. | Tegal/Kebun 100
3. | Pemukiman 100
4. | Pengembalaan/Padang Rumput -
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Tabel 2.3
Produksi
No Komoditas
Satuan Tahun 2023
1. | Tanaman Pangan
Padi Ton/Tahun 5
Jagung Ton/Tahun 30
Ubi Kayu Ton/Tahun 20
Ubi Jalar -
2. | Buah-buahan -
Mangga &
Jeruk -
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Pepaya

3. | Perkebunan

Kelapa 0,5

Karet .
Kopi Ton/Tahun 10
4. | Peternakan Ekor
Lembu 10
Kerbau S

Kambing 10
Ayam 300
5. | Perikanan Ton/Tahun
Empang =
Keramba -
Tambak -

Dari kondisi alam Desa Sipoltong diatas, dapat diidentifikasi
Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sipoltong dan merupakan
salah satu potensi Pembangunan di Desa Sipoltong, Hasil
Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sipoltong Kecamatan

Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Sipoltong Tahun 2024
Tabel 2.4

Uraian Sumber Daya

No Satuan Tahun 2023
Alam
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1 | Persawahan Ha .
Pemukiman/

2 Ha 700
Perumahan

3 | Tanah Perkebunan Ha -

4 | Tanah Fasilitas Umum Ha 0,5

5 | Tanah Bengkok Ha -

2.1.3. Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Desa Sipoltong berdasarkan Profil Desa
per 31 Desember 2022 sebanyak 1,235 jiwa yang terdiri dari 611
laki laki dan 624 perempuan.
Sumber penghasilan utama penduduk Desa Sipoltong adalah

pertanian.
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023
Tabel 2.5
No| Uraian Sumber Daya Per 31 Desember
Satuan
Manusia 2023
1. | Penduduk dan Keluarga
a. Penduduk Laki-laki Orang 611
b. Penduduk
Orang 624
Perempuan
c. Jumlah Keluarga KK 332

Sumber Penghasilan

Utama Penduduk
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No| Uraian Sumber Daya Per 31 Desember
Satuan
Manusia 2023
a. Pertanian,
Orang 234
Perkebunan
b. Warung Orang 10
c. Angkutan Orang 5
" Pekerjaan /Mata
" | Pencaharian
a. Pegawai Negeri Sipil Orang 20
b. Petani Orang 234
c. Tukang Orang 5
d. Pensiunan Orang 11
P Tingkat Pendidikan
" | Masyarakat
a. Lulusan pendidikan
Umum
1) Sekolah
) Orang 133
Dasar/sederajat
2) SMP/Sederajat Orang 135
3) SMA/Sederajat Orang 114
4) Akademi/D3,
, Orang 43
Sarjana
b. Belum sekolah
1) Belum bersekolah Orang 100
Jumlah Penduduk
5. KK 200

kategori Miskin

2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sipoltong yang

merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat
dilihat pada tabel berikut:

RKPDes Sipoltong BAB-1I
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Tabel 2.6

No

Uraian Jumlah Satuan
1. | a. Kantor Desa { Unit
b. Balai Desa . Unit
2. | Prasarana Umum
a. Jalan Aspal 2 Km
b. Jalan Sirtu 10 Kiti
c. Jalan Pembukaan 10 Em
3. | Prasarana Pendidikan
a. Gedung Sekolah PAUD 1 Unit
b. Gedung Sekolah MDA a Unit
c. Gedung SD/Sederajat 1 Unit
d. Gedung SMP/Sederajat _ Unit
e. Gedung SLTA/Sederajat . Unit
4. | Prasarana Kesehatan
a. Puskesmas - Unit
b. Poskesdes 1 Unit
L c. Posyandu 3 Unit
d. Pustu 1 Unit
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5. | Prasarana Ekonomi
. Unit
a. Kios desa =
5. | Prasarana Ibadah
% Unit
a. Mesjid =
Unit |
b. Mushola 1 m 1
. Unit
c. Gereja S e
6. | Prasarana Air Bersih
a. Mata Air 1 Tempas
Unit
b. PSAB 1 o
2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa
Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa
Tabel 2.7
No Tahun
Uraian Satuan
2023
1. | Kelembagaan
a. LPM
1) Jumlah pengurus Orang 6
b. TP-PKK
1) Jumlah pengurus Orang 15
2) Jumlah anggota Orang 100
c. Karang Taruna
1) Jumlah Pengurus Orang 3
2) Jumlah Anggota Orang 30
d. Posyandu Kelompok 3
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e. Kelompok Tani Kelompok 10
2. | Trantib Dan Bencana

a. Jumlah anggota Linmas Orang

2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8
Tahun 2023

NO Uraian (Jiwa)
1 Islam 30
2 Katolik 10
3 Protestan 1300
4 Hindu 0
5 Budha 0
6 Masjid /Mushola 1
7 Gereja S
8 Pura 0
9 Wihara 0

2.2 Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
RKP Desa Sipoltong Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 5 (lima) bidang kegiatan,
yaitu:
1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5) Bidang Belanja Tak Terduga

m
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Pada tahun 2023 Desa Sipoltong melaksanakan 5(Lima) bidang
kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2023
Tabel 2.9
Perencanaan Realisasi
No B G Sumber
Anggaran umber ggaran
Kegiatan |Lokasi|Volume Volume Anggara
(Rp) {Anggaran| (Rp) n
Penghasilan
Tetap Kepala - -
1 |Desadan Desa 303.018.000 ADD 303.018.000 ADD
orang orang
Perangkat
Desa
Tunjangan
2 Desa S orang 21.210.000 ADD 5 orang 21.210.000 ADD
[Rapat BPD
operasional
3 Pemerintaha | Desa 1Ls 36.131.600 ADD 1lls 36.131.600 ADD
n Desa
Penyusunan
Rkpdes dan
4 Desa 1 paket 12.928.500 ADD 1 paket 12.928.000 ADD
Apbdes
2022
Operasional
5 Bpd Desa 1 paket 3.277.481 ADD 1 paket 3.277.481. ADD

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10
Perencanaan Realisasi \
Sum
No via Sumber o ber
olum Anggaran ggaran
K tan Anggara | Vol
- . (Rp) " mp | E
n gara
n
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Pemberian
1 Insentif Guru Dsn 1 | lkeg 26.042.500 | DD lkeg 26.042.500 | DD
Paud
Bantuan bagi Dsnl
. . 3 K 16.230.000 DD
2 | posyarda - 3 keg 16.230.000 | DD eg 2
| s | Pombangunan | 5005 | g 53.013.250 | DD 1 Ke 53.013.250 | DD
Rabat Beton 8 ’ : g ! "
Pembagunan Dsn 7710.500 | DD
Rabat Beton v 1 keg §7.710.590 | DD 1 Keg g7. :

2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11
Perencanaan Realisasi
No Anggaran | Sumber Anggaran | Sumber
Kegiatan |Lokasi| Volume Volume
(Rp)  |Anggaran (Rp) Anggaran
3 Karang Taruna | Desa 1 paket 2.950.000 ADD 1 paket 2.950.000 ADD
4 LPM Desa | 1 paket 4.720.000 ADD 1 paket 4.720.000 ADD
5 PKK Desa | 1 paket | 6.684.000 ADD 1 paket 6.684.000 ADD
2.2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tabel 2.11
Perencanaan Realisasi
N
. i — i Sumber
ggaran umbper aran
Kegiatan Lokasi | Volume Volume “w Anm
(Rp) Anggaran (Rp) n
Pembukaan
1 | jalan usaha Desa 1ls 130.604.400 DD lls 130.604.400 DD
Tani
5.Keadaan Darurat
i Keadaan " B
———— Desa 1 keg 262.800.000 DD 1 keg 262.800.000 &
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I
PenangBuiatg | nesa | 1 Keg 52.243.760 | DD {Keg | 52.243.760

an Bencana 2

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan
melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan
dalam RKP Desa Sipoltong Tahun 2023 dan implementasi dalam APB
Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuian Usulan RKP Desa
Sipoltong Tahun 2023 yang diusulkan kepada pemerintah daerah
melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan
realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun
2023.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Tabel 2.12
Rencana Realisasi
Prakiraan
No Usulan RKP Desa Lokasi Satuan
Keghtan Volume Volume %
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
enghasilan Tetap Kepala oran
1 8 i Desa 12 &/ 10 S0
Desa dan Perangkat Desa bulan
orang
2 [Tunjangan Rapat BPD Desa 5 / 5 100
rapat
operasional Pemerintahan orang/
1 Desa 1 1 100
Desa bulan
Penyusunan R es dan
2 kpd Desa i Paket T 100
Apbdes 2022
Operasional
3 Desa 1 Paket 1 100
Bpd
II | Pelaksanaan Pembangunan Desa
1 Pemberian Insentif Guru 100
Paud Dsn 1 lkeg Dsn 1 lkeg
2 Bantuan bagi Posyandu Dsnlsdll 3 keg Dsnlsdll 3 keg 100
3 450 100
Rabat Beton Dsn Il 450 m Den III -
4 Rabat Beton Dsn IV 157 m Dsn 1 157m 100
I11.Bidang Pembinaan Masyarakat
1 Karang Taruna Desa 1 paket Desa 1 paket 100
2 LPM Desa 1 paket Desa 1 paket 100
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Rencana Realisasi
Prakiraan
No Usulan RKP Desa Lokasi Satuan
Kegiatan Volume Volume %
3 PKK Desa 1 paket Desa 1 paket 100
IV.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pembukaan Jalan Ke lahan
1 ) Desa 1paket Desa 1 paket 100
pertanian
5.Bidang Penanggulangan Bencana
1 | Keadaan Mendesak Desa 1kg Desa 1 keg 100
1 Keadaan Darurat Desa 1 keg Desa 1 keg 100

B e e e e )
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BAB III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan
desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan,
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang
Bersumber dari APBN.

1.1. Pendapatan Desa Tahun 2023

Pada Tahun 2024 Realiasasi pendapatan Desa Sipoltong sebesar Rp.
1.105.372.365 (Satu Milyar Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu
tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) terdiri dari :

Tabel 3.1

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp)

1 | Pendapatan Asli Desa

a. Hasil Usaha

b. Lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah - -

2 | Pendapatan Transfer

a. Dana Desa 672.805.000
b. Alokasi Dana Desa 401.246.050
c.Pajak Dan Retribusi Daerah 12.688.050

3 | Pendapatan Lain lain

a. Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang tidak . .

mengikat
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b. Lain-lain Pendapatan Desa
18.633.265 -
yang sah
JUMLAH 1,105.372.365
1.2. Pagu Indikatif Desa
Tabel 1.2

Pagu Indikatif Desa Sipoltong Tahun 2024

Sumber Dana Indikatif

) Bantuan
o Indikatif Program/ Kegiatan Aot Ii’::laPB‘.ii Keuangan
okasi aj
Deka Dana Desa ‘ APBD
Dana Desa | dan Retri APBD
Kabupa
Busi Provinsi
ten

I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Operasional Pemerintahan Desa

a [Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan 318.378.000
Perangkat Desa
b 22.285.000
Tunjangan rapat BPD
Operasional Perkantoran 60.190.650
d |Operasional BPD
4.020.000
e [Operasional Penyusunan
5.488.050

Rkpdes dan Apbdes 2023

II.Bidang Pembangunan
2 Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa
a | Pengaspalan Jalan
176.859.400
b [Pembukaan dan
194.052.000
Perkerasan Jalan
d | Insenti dan Makanan
27.341.000
Tambahan Paud
e | Penyelenggaraan
67.280.500
Posyandu dan Lansia
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Sumber Dana Indikatif

] Bantuan
No Indikatif Program/ Kegiatan PenaDog Keuangan
Alokasi Hasil Pajak
Desa Dana Desa 4 APBD
Dana Desa | dan Retri | APBD
Kabupa
Busi Provinsi
ten

1.Peningkatan kemasyarakatan desa

a | Operasional PKK 17.610.000
Operasional Karang
3.445.000
Taruna
¢ | Operasional LPM 3.285.000
IV.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa
Pelatihan Aparatur
20.000.000
a | Pemerintahan Desa
Pembangunan Jalan 130.000.000
b | Usaha Tani

V.Bidang Penanggulangan Bencana

a Penanganan Covid-19 6.810.000

b | Pemberian BLT yang
terkena Dampak covid- | 75.600.000
19

1.3.Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan
Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan
Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri
dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan

gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
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Adapun asumsi Penerimaan Desa Sipoltong Tahun 2024
sebesar 1.105.372.365 (Satu Milyar Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh
Puluh Dua Ribu tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang berasal dari :

1. Dana Desa Rp. 672.805.000,-
2. ADD Rp. 401.246.050,-
3. Silpa Rp. 18.633.265 ,-
4.Pajak/Retribusi Rp. 12.688.050,-
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BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh
Desa
Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sipoltong
yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan
pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024
nantinya benar-benar Dberjalan efektif untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.
4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Tahun 2024 adalah :
1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
a. Penghasilan Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat
Desa
b. Tunjangan Dan operasional Bpd
¢. Penyusunan RKP dan APB-Desa
d. Operasional Kantor Kepala Desa

e. Operasional BPD

f. Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Desa
Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa,

dengan indikasi kegiatan :
a. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun
2024 adalah :
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perkerasan jalan dusun I
Perkerasan jalan dusun IV

Pengaspalan jalan dusun III
Penanggulangan Stunting
Perbaikan Data Profil Desa
Operasional Paud DesafInsentif Guru, Mobiler dll)
Operasional Kader Lansia dan Posyandu (insentif,dll)
Rehap Balai dusun |
Pengaspalan Dusun I
Pembangunan Balai Dusun II
Pembangunan Balai Dusun V
Pengadaaan Bak Sampah Dusun I sd Dusun II

Pengadaan Ambulan Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Tahun 2024 adalah :

1. Operasional Karang Taruna

2. Operasional PKK
3. Operasional LPM

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Tahun 2024 adalah :

O A O N~

Pembangunan jalan Usaha Tani

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peningkatan Kapasitas BPD

Penambahan Modal Bumdes

Pelatihan Bagi petani Coklat

Pelatihan Peternak ayam

4.2.4 Rencana Penanggulangan Bencana Alam

1.Penanganan Miskin Extrim

Pemberian bantuan Langsung Tunai

2.Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam
S
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4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalu1
Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu
pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta
rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana

tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.
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BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Sipoltong Tahun 2024 sebagaimana yang

tertuang pada tabel dibagi dalam 4 (Empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri

dari :

L. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, terdiri

atas:

II.

I1I.

Iv.

a. Ketua : Nirwana Sihombing
b. Sekretaris :Jonner Sinaga

c. Anggota : Rosdiana Sitohang

Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Ketua : Hiras Sibuea
b. Sekretaris : Simon Hutapea
c. Anggota : Jesmon Sihotang

Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
a. Ketua : Donal Sihombing
b. Sekretaris : Lasdi Pandiangan

c. Anggota : Hamonangan Malau

Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa, terdiri atas:

a. Ketua : Anre Roy Manutur Hutapea
b. Sekretaris : Lasmaria Maha
c. Anggota : Meri Sipahutar
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BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun
desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi
akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.
Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan
mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi

bagi masyarakat tidak memadabhi.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan ril masyarakat akan mendorong

percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Kepala Desa Sipoltong

A/
="

Hobbi Calces Angkat

RKPDes SIPOLTONG BAB VI ; - V1




(Ip PsaQdyy/es2QNrdy)
in Jney Vel Qav | 00'000°000%) 4} Bay | Buayodig esaqg BS8(] UeBLBOUBIB UBWIMjOQ Leunsniuad
(1@nBay
uop esap Bnguies 'snpsnpy) efuure)
in ney| Vs aav | 00'o000007Z1 zi Bay | Buoyodig eseq eseQ ueiemedsn)y ueeseBBusjefusy
uelodejed Uep ueBuenay
(1einBay) segady Ueseyequiad/ess( 'UeBuBOUBIed 'UBUBjULBLIB
n iney| ¥ aav | 00'000000€ 43 Bay | Buoyodig esaq | ueeueouasay yeiemedsnjy ueeseBBuajehusd eleld eje| ueeseBBusieduay
(v BSRQ JojUBY BUBIESELYBUNpES)
| Ejeday v aav | 0000000000+ Zi esa(] jexyesefsepy yun | | unsng ueyeBuiue 4/iseiqeyeyueunbuequis g
UBYBJULISLLS J/uBI0jUBY 184 esaq ueyejuLsLeg
84 Isey ¥ i aavy | 00'000°000'GE Zi Bay | Buoyodis esaq (deja | jesvy) eueleg ueeipaiuad BUBJESEI BUBJES UBEIPRiUaY
Qdg =obbuy
n ney| A aay | 00'000t8Z 6L 4 Uep emjey| Biog Buojjodig Qd8 uebuelun| ueepefuey
ese( ejedey (IP GXdd Uep OXdXd JoucH 'y1y)
| eedey| A aav | oo'ooo000z Zl Jojuey) Iseqs|wpy unye] | Buoyodis BS8(] YEULIewWe [euoiseied) ueeipaliusy
ese(] jexBueled ese(] J&jBueley uep eseq
EEPELR A aavy | 00'0000ze'8s 2h | ueqess( epedey Bio zL Buoyodig ejeda) 1Beq [eisoS ueujwer ueepsfuey
Esa(] 1eyBuelay esaQ 1ejBuesey uebuefun ]
| ejeday " Qav | 00'000'982Z8) z uep esa( ejedey B1o 1| Buoyodig uep dejs) ue|seybuey ueeipekuay
€88(] UBYEULeWay
ese(] jeybueieq ess(] ejedey| ueBuelun) |euoiselsedQ) uep ueBuefun)
| ejedey| Va aav | oo'ooco 088 LE Zl uep ese(] ejedey 8o | Buoyodig uep deje] ue|iseyBusy ueeipakuay ‘deyis efuejeg ueseBiusieiusy
V830 NYHYLNIIWId NYEYOONITIANID ONvalg | 1o
Zi 117 (1] 8 8 L 9 g » £ z I
vOLLaM | YIAVS |Y1073M ( Hvidny ) (Nnsna
AY13d ¥3gwns NYYNYSHY13d INAELL L JNNTOA NYLVIO3N SINIF ONVaIEg ans/ONvalg
: WYHId | wruay | vms HYINNP s - MY 7 1) o
NYVHIMY3d
NYYNYSHYI3d v10d VYNVYQH3IENNS B YAVIE NYVHIMYEd ISYY07 NYLYIO3IN SINIM/ONYQAIE aNS/oNvalg
YHYLN YYILYINNS ISNIAOH ISNIANOYd
HIYa N3LYdNEvs Y1OM/NILYdNEYM
NINH NdW3N LYdINZIS NYLYWYD3IM NYLYWYOIM
ONOLT0dIS ¥S3a HYLNIMIWId vs3a
¥202 NNHYL

VS3d HYLNIMINId Yraad YNYONIY




eseq

uejer sejjeny Bueny ueejeusd
efedsy| A g0a | 00000000064 Zl uexieyBuluBpy Bay g1 Buayodig eseq e80(] ueler ueeleylelay | uep wnwn ueeliexed Buepig ang
[EUOISIDRI | [BUOISIpE) | UBjEUasSE)
M ines| » saa | o0o'ooo0000} z 1eQQ UEjENqWad Bay | Buayodig eseg efedn uesemebuad uep ueeuiquied
(IIp uggeyssay
Jepey uep ebeus) 'Asepy ymun) ueeyesay
Y IsEy P $0a | oo'0D0000ZE 4} npuefsod Jepey Bey | Buayodig eseq Buepig ueyneed uep ueyniniuad
wng (Jquesu) ‘eiswe 'jung sp 'ueyeqlue]
3y 15BY A saa | oo'ooo000s Al ‘eisuen'npuefsoy Bey | Bucyodig esag wypy) npuedsoy ueeieBBueiafued
(asp ‘g
‘Jauesu| ‘Jeqo) eseq YI|IW sepuljod/essq
3 18y o SQQ | 00'000°000%) zi essp npuedsod Bay | Buoyodig eseq uejeyesay s0d ueeseBBuajeluad uejeyesey Buepig gng
Jeseq Iseysaudisgupisiy
3 198y Va $0a | 000000009 4} Uejoxes yeuy By | Buoyodig essg emsig 1Beq ueyipipuad ueBuming
Bugyodig 1Bjeledsely
3 Isey A saa | 00'000'00094 4} esag WaENd Bey | Buayjodig eseq | iBeg ueypipuad UBLRERd Uep ueynnfusd
(IIp ueiexey 'JouoH) Bsaq YW feLLIo4UoN
UesSeJpeW/Dd LV LVd LML/ANYd
3| 1SEY > $Qa | 00'000°0000Z Zh esaq pned #g | | unsng ueseBBusieiuad ueyipipued Buepig qng
VS3a NYNNONYEW3d NYWYNYSYYI3d ONvalg | 20
00'000°04£°528 ONVQaIg #3d HYTNNr
3 Isey A aav | 0o0'0000009 Zl BS9(] SEY YBuUR ) Bey 4 Buoyodig esag BS8(] BEY YBUE] ISENULIES ueyeuepad Buepig gng
WdIH Ve aay | 00'0000052Z Zi Bay | Buoyodig eseq esa(] Isewloju| weysig ueBuequisbued
jeeledse|y epeday) ISEULIOW| UBp ESBd]
I A aavy | 00'000000€ 4] By | Buoyodig eseg ‘esa(] ejede)y uelode| ueunsniuay
(ueBueneyi/ueeuedusiad uesodejeq uep uebuenay
ulejes sepeyiedsepiad) ‘ueeueouBled ‘UBYejueLWBg
In dney ’ aavy | 00'000'000°9 4} Bay | Buoyodig eseq esaq ueyeligey ueunsniused eleiq eje| ueeseBbiuepiuay
4% 1) []3 8 8 L 9 § 14 € z I
volay | vwvs |V10713M (Hvidny ) (Nnsna
LYVANYIN
V3d | yyHid vruas vMS H3guns HYIWAr z¢¢_z¢mz._“1_ma_ __ mqmqm JWNTOA 1) NYLYIO3M SINIC ONYQIg gNsS/ONYaig ax
NiMY NYY NYWHIMH3d
NYYNYSHY13d V1od VYNYOQUIEWNS 2 YAVIE NYVHINVHd _ 1SYX01 NVLVIOIN SINIr/ONYAIS aNsSONYalg




ueswebeesy uep

Y sy A §0Q | 000000002 (4 elesen Bay ¢ Buajjodis eseq | ueefepnqgey Buepig gng uejeiBey uiel-uig
esaq NN
ueeweBey| uep jepy yewny ‘ueedepngey ueewebesy
2y 1sEY o Sadd | 00000000 L (43 Bay | Bugyedig eseq BUBIESE4 BLUBIES UBEIEL||BUIS uep ueefepngey Buepig gng
esa(] seww| seplusd yaio uequele)jueuswiesy ebeus |
3d Isey| o S04 | 00'000°0000 4 wnuejouoH Bey | Buayodig eseq seysedey ueieyBuiue p umenbusd
1ejeiedsel ueBunpuley
ess() UEp WNLWMN ueqieley
3 1sE)Y| Vol 804 | 00'000°0000¢ 4} Bey o Buoyjodig esag | ueuewesy sod ueseBBusiedusdjueepebusy ‘uewessjusiey Buepig gng
NYLYIYHYASYIWIN NYYNISW3d ONvaIg | €0
00'000°000°€0L4’¢ ONVAIg ¥3d HYTANF
(+s uEIENERIEASEILE)] [EjRg/RSEQ EjEQ
ejedsy Ve $ad | 00'000000°05) 4} esa( jeyeiefsepy Bey | || unsng ueyesBuiue 4 iseyijigeyeyueunbuequisd
(v BSBQ YA UEIRqUIB UBSEIRE
ejeday| Ve $44 | 00'000°000°005 zh esag yiw vepel Bey | Buoyodig eseq | ued/umenBulued/isey|iqeyey ueunBuequsd
(un lUBL BYES) UBE" UBSEIED
LCE) Ve Saa | 00'000°0000Z4 4 Al unsng jun g Buojodis | ued/ueeyBuiuad/iseljiqeyeyueunbuequed
(4« 880 UBE[ UESEISH
ejedsy) o~ $Qa | 00'000°000'008 Zi esep uejer Bay z llunsng | usd/ueesbuiued/seliqeyeyueuntuequied
ejeds Ve $ad | 00'000°00008 4! IA'II'p unsng Bey z llunsng | eseq sejegeindes /uswnuojy ueeleyeLed
(Ip eseureigpLed/ueNORS/BunioB-Buociog)
ejeday i $Qa | 00'00000005L zi Buoyodig eseq Bey z | unsng es8(] UBjE[ BUEJESEIY UBBIBy|ewed
ejeday o $Q4d | 00'000°000009 4 esa(] jeyeleisepy Bay 9 Buoyodig eseq IUe| ByesM) Uejer ueeleyleliad
ese(] Bueguewynwsd Bueny ueejeuay
ejeday Ve S04 | 00'000°00000L Z) | uewpnweq uejer Bay Buayodig esaq uebunyBur ueer ueeseyijewsd | uep wnwp ueeliayed Buepig gng
cl 11 13 8 8 L 9 § 1 4 £ z 3
VOILIN | YWVS | V10713 { HvidnY ) (nNnsna
_.E._mn_ WWHId | vruax | wms y3gnns HYTANT zqqz“ﬂxh.ﬁn ..u.qs_“““_,_m JWNTO0A o i NVLVIOIN SINIF ONvaIg ans/ONvalg ax
n NYY NYWHINEId
NYYNYSHY13d ¥10d VNVQH3IEWNS B YAVIE NYVHINYHd 1SYX01 NVLVIO3M SINIr/ONYAI8 anS/ONValg




ad 188y F 800 | 00°000°000'6Z Zh Bey | Buayodig esaq esa] 12jBuelay seyedey useyBuiley
ess(] Jnjeledy seysedey
ad 198y P S0a | 00'000000'G 43 Bay | yeseq Jen esa(] ejeds)| seysede)y) ugieyBuiuad uegeyBuiued Buepig ang
ueyeusled
ad 19y A Qav | 00'000°05L6) 43 g | yodwoy pun oz Buoyedig esaq | uep ueiuepsay Buepig gng uejeiBey| uiej-uiel
UBNBUIBIBJ/UBILENS 3mun eung jeds |
8y 158y A saa | oo'oooo0os 4! Bay | Buoyodig eseq iBojoucya] uejeusBuadpewig/ueyieied
(Buepuey/ueeojaBbusdssynpoid
3y IS8y A $Qa | 00'000000°0Z4 4 Bay | Buoyodig eseg leje) uexeulslad Isynpoid ueeyBuiusd
(ueBuyBBuadueeojeBuadysynpoid jeje) ueyewelad
9 1sey A S04 | 00'000°000°054 Zi e yodulofey Boi 1 Buoyodis eseq uebueq ueuieus | 1S3npoid uegeBuiued uep uelueped Buepig ang

LVAVHVASYW NYYAVQHIEW3Ad ONVQIE | +0

00'000°000'80} ONvaIg ¥3d HY1WNNF
uejeyeselselusy
3y 188y 7 S04 | 00'000'000°0 143 Wd uep Hixd Bay| | Buoyodis eseq efequuen ueeuiquied Leyje|jed
HMd
8y 1sEYy A saa | 00'000000G) 4} yesabBueg wiL Bey L Buoyodis eseq Y)id ueeuiquied
jeyeledsey
o 188y > aav | 00°000000% ci Wd Bay | Buoyodig eseq AWd TN 1/aNAT veeuiquiad ueeBequie|ey Buepig gng
eBeuye|n uep
9y 1sey o $Qd | 00'000°005'L Zh eunJe| Guesey| Bay | Buoyodig esaq | ueepnwedsyl Buepig qng ueieibey uej-ue
esa] jexbul| ebesyejo/ueepnwedey
3y 1sey Vs $0a | 00'000°00SE zl eunie| Buesey Bay | Buoyodis eseq gnpi/eunsejfueley veeuigwe
esaq 1eiBul| ebe.yeio
Yy lsey > $Qd | 00'000000'S Zi eunte| Buesey By | Buayodig ese() ueepnwedey ueyneled ueesebBuejaiuay uep ueepnwedey Buepig gng
Zi (1} oL 6 ] L 9 § ¥ € z b
Wy 13d inceind Brcosadl inbedns H3agnns fanact) NYYNYSMY13d LYWANVYIN JWNT0A (Nnena NYLYIOIN SINIT ONYAIg ans/ONvalg
AVHIA | wraax | vms HYIWNP MY 1Y) o

I NLMYM I NYYvsys NYVHIMYE3d
NYYNYSHY13d v10d YNYQUIEWNNS B YAVIE NYVHIXYYd ISYMOT NV.LVIO3M SINIr/ONYAIEG anS/ONvaIg




SapnaysIg

N LTS B AL
— —00°000°0Z1'960'F Y101 HYTHNP
00'000°05.'69€ ONYaig ¥3d HYTNNr
(sepuwed yejo ueyeuesye|p BA
By 1SEY Y o $aa | 000000006 4} Bay | Buoyodig esey | ueynejed) eseq WNE ueejojeBusy ueygeled
(esaQMNg [emy UBMUBGLUSY [epojy ueweueusd
3y 1sey) P $0Q | 00000000 4 By | Buayjodis eseQ uep uedeisiad) eseq NNE ueymusquisd ueBunynQ Buepig qng
Heuy
3 1SEY Pl SQa | 00'000000L 4] Bay | Buayodig eseqg ueBunpuipied ueyniniued uep ueygejsd
eBienjey uep
uenduwslad yeuy ueBunpuiped ‘uendwelay
)y IsEy Ve sga | oo'oooooos 4} Bay | Buoyodig eseq ueefepiaquie ueyniniued uep ueygelad ueedepiaquied Buepig gng
eso( Jmeledy sejsedey
ad I1sey P $aa | 00'000'000°0} z Bey | Buayodig eseq Qdd seysedey ueexBuiued ueyerBuiued Buepig gng
zi L (113 8 8 L 9 ] 4 € z I
VOILaN | YINVS |V10713M (HvidnY ) (Nnsna
n_d...m_n_ WYHId | vrua VMS ¥3gwns HYIWAP z&zdmv___.“_._mn _.d_“ztr.._w IWNTOA A1 1M ) NYLYIO3M SINI ONVOIg 8NS/ONVAIg ay
NLAY, I NYHYSY! NYWHINHE3d
NYYNYSHY13d V10d VYNYQUIFWNS B YAVIE NYVHEIMYHd 18Y)01 NYLVIO3IN SINIr/ONYAIS aNS/ONValg




(ueBueneyueeuesusiey
ujB|es sepe)iad/sepied)
inJney | gLozzl | 6102710 zv | o 0 0 0 00°000'000'9 Boy b Buojjodis ese() esa(] U efige) Ueunsniusd
(1P BseQdyy/esagrdy)
inJney | gLozZEL | 6LOZ/L0 Zh |0 0 0 0 00°000°000'¢ 1L Bey b Buojjodis ese | ess(Q ueeusousiad UsLINO(] UBUNSNAUS
(senBay
uoN esap Bnquwed 'snpsniy) eAuue
inaney | gLOZZL | 6L0Z/L0 ZL | o 0 0 0 00'000'000°21 Bey 3 Buoyodig esaq esa(] uesemedsniy ueeieBBusieiuad
(senBeay) ueisodejey uep ueBuenay
s8(gdY UBSBYEqIS/esSa(] UBRLEOURIS ‘UEeuBIUBISH 'UBYEIULISLLSY
in4ney | 6LOZEL | 6L0T/0 ZL | O 0 0 0 00'000000€ Bey I Buoyodig eseq) yeiemeisny ueeleBbuseiuey elelq eje) ueeleBBusieiusy
nu (o BSBQ JOIUEY BUBIESELH/BUnpe)
ejeds)y | LZoZ/gl | L202/10 4 ¢ 0 0] 0 00'000'000°004 Hun I | unsng uepeyBuiad/iseyigeysy/ueunbuequuad
ueye} LBYEJULIBLUS 4 /UBICILEN S 4 esa(] Ueyejuuawed
od 1sey | 610221 | 6L0E/10 zZL | O 0 0 0 00'000°000°SE Bey 3 Buoyodig esa(] (dejs | jesy) eueles ueepelued euelesEld EUBIES Ueeipalued
inJaney | glozrel | 6L02/10 zZL o z £ 5 00'000'¥8Z 61 o | s Buoyjodic Qdg uebBuelun) ueepakued
ey ue (IlP OXdd UBP OMdMd 1oUsH "Ly}
|efedsy | gLo2iZL | 6102/10 ZL | o 0 0 0 00'000°000'2S unye| 3 Buojyjodis | eseq yeuLeWe  |Buciseiad) UBRIpEAUSd
7830 8 esa(] jexBueied uep esag
JuM3s | 610221 6102710 zZL |o ¥ 8 zL 00'000°0Z€'8S Bio | z1 Buoyodis ejedey) iBeq [21S0S UBLIWEr Ueeipakued
ey ue esa(] jeyBueisq uebuefun
| efeday | GLOZ/LO | 61010 Zl | o ¥ 9 ol 00'000'98Z 281 Bip L Buoyjodig uep deja| uejiseyBuay ueeipedued
ess(] UByEjulalleg
Moy Ue ese(] ejedey| uebuelun | |eucrsesad() uep uebuelun |
eedsy | 6L0Z/10 | 6102/10 zZl | o 0 3 I 00'000°086' LE Bi0 b Buoyodis uep dejs| ue|seybuay ueeipefuay ‘deyis efluejeg ueseBBusjeiuay
VS30 NYHVYLNIMIWId NYHYOONITIANIL ONVAIE | 'L
Si ri £l Zi 115 ok -] 8 L 9 § ¥ € z I
7OONY NvYNd MY (
Isvana WLY-Y HYIWNr HVIdNY ) NYLVIO3X SIN3r ONVaIg ans/ONvalg
viogy |IVSITAS VW | Isvd W3Had | piv AVl NYNLYS | WNTOA ISVY01 b
ol NYYNYSHYI3d NLAYM NYHVYSYS NYLVIOIN SINIM/ONYAIE 9NS/ONYAI8
VHYLN YHILYWNS ISNIAOHd ¢ ISNIANOHd
MIva NALYdNEYS YLOM/NILYdNEYH
NINH NdW3N LYdIW3IS NYLYWYO3X NYLVWYOIN
ONOLTOdIS ¥S3a HYLNIMIWId vs3a
¥202 NNHYL

VS3a NYLVIOIN Yrd3aX YNYONIY




$18 £q pajlg

fnu (I eseureiguedumiojag BuaioB-Buo.on)
| efedey | 6LOZ/ZL | 6LOZ/L0 rA N ¢} 0 0 0 00'000'000°0G5L Bey 2 | unsn@ £S8(] UBjEr BUBIESR.Y UBRIEY|BLUiad
nu
| efeday | gLOZ/ZL | 6LOZ/LO zZL |0 0 0 0 00'000'000°'009 Bey 9 Buoyodis eseq IUE| BYES() UBlel Ueeieyljewiad
nu Bueguelupinuied
| eedey | 6102721 | 6102710 zZL o 0 0 0 00'000'000°004 Bey S Buoyodig ese( ueBunyBur] uejer ueeseyewey
mnu ) Bueny ueejeusy uep
|ejedsy | gLozZZL | 6102/10 ZlL | o 0 0 0 00°000°000'0S.L Bey zi Buoyodis ese( e88(] UBjE( UBB.IBYIjSLISY wnwn ueelieyad Buepig gng
[BUCISipe) | UEjEyaSEaY
indney | LOZRZL | 6LOZ/0 Zl |o 0 0 0 00'000'000'0L Bey L Buoyodig ess() efedn uesemeBuey uep ueeuiquiad
(Ip uereyasay|
lapey uep ebeus) 'Asepy ynjun) uegeyessy
ey 1sey | LOZ/ZL | 6L02/10 Zl | o 0 0 0 00'000°000'2L Bey b Buoyodig ese Buepig ueyiejed uep ueyninfusd
(Jpuesu) ‘erswen 'ung sy 'ueyequie |
8y 1sey | BLOZEL | BLOT/L0 Zh |0 0 0 0 00°'000°000°S By b Buoyod|g esaq wjy) npuefsoy ueesebBusjelusy
(asp 'gy
A ‘#auesu| Jeqo) eseq YN sepuiod/esag
2 1s8y | 6LOZZL | BLOT/IO Zl jo 0 0 0 00'000'000°¢ 1 Beyy b Buoyodis eseq uejeyese) 804 uerseBbusielued uejeyesey Buspig gng
. ) 1sejse.dsag/upisiy
oy 1sey | 6LOZZL | 6LOZ/1L0 zZL | o 0 0 0 00'000'000'9 Bey ! Buoyodis eseq emsig 1Beq uexyipipusy ueBunyng
1eeledsep
oy 1sey | 6L0ZZL | BLOZ/L0 zZk | o 0 0 0 0000000091 Bey b Buoyodis esaq | 16eg ueypipusy ueygeled uep ueynjnfuag
(I ueresed ‘JouoH) Esaq YW [euLojuoN
. . YESBIPBW/Od LI LIV LM L/aNYd
e 158y | 0202/2L | 0Z0Z/10 ZL | o 0 0 0 00°000'000'02 18g L | unsng ueseBbusialuay ueyipipusd Buepig gng
VS30 NYNNONYBWId NYYNYSHY13d ONvalg | 2
] ol 8l 8z 00'000°0.¢°'S29 ONYAIS ¥3d HYTIWNr
ey 1sey | 6LOZEL | 6L02/L0 Zh |0 0 0 0 00°000'000'9 Bey L Buoyodig eseq es9(] Sy Yeue ) isejyies ueyeuepad Buepig gng
NNS
MNYd3A | 8LOZREL | 6L0Z/L0 zk o 0 0 0 00'000'0052 Bay 2 Buoyodis esaq esaq Iseuloju| Wwejsis uebueguabuay
NNS ieesedsely epeda)y ISeuLOju| uep ese(dd ]
Mvd3X | 610221 | 610Z/10 Zl |0 0 0 0 00'000'000°E Bey 3 Buoyodis esag ‘esa( ejedey| uesode ueunsniued
113 143 £l 43 113 113 6 ] L 9 g 1 4 £ [ 4 I
7OONY NYnd MY
Ivs3 nw | Is WLY-Y HYIWNe (HvidNy ) NYLVIO3N SINIF oNvaig Nvaig
Vioax 38 | IV Yana wanad | piva pole NVNLYS awnion ———" LY ans/o aM
i NYYNYSMYT3d NLIAYM NVHYSYS NVLVIO3X SINAr/ONYAIE ansroNvalg




sapnaysis Ag pa

Misey | 6L02/CE | BLOZ/LO ¢t |o 0 0 0 00'000°000'SE Bey b Buoyodig eseq WNd ueeuiquiad
_ 1y EIBASE
»isey | 6LOZ/2ZL | 6102110 4 S o] 0 0 0 00'000'000'¥ Bey b Buoyodig eseq AW TN 1AW ueBUIgWe ueeBequieiay Buepig gnsg
ebesyejo uep
»isey | 6LOZRZL | 6L0Z/L0 gL |0 0 o] 0 00'000°00S "+ Bey b Buoyodig esaq | ueepnwedsy Buepig ang uejeiBay uiel-uie
esaq] jeyBul| eBeuyeio/ueepnwaday
o 1sey | 0Z0ZZL | 020Z/10 ZL | O 0 0 0 00'000'00S°€ Bey 3 Buoyodig eseq qnsi/eunseBuesey ueeLiqued
esaq jexbull ebeiyelo
»sey | 6LOZZL | 6LOE/I0 ZLb | o 0 0 0 00'000'000°S Bey| I Buoyodig eseq ueepnwiadey ueylieley ueesetiusipluad uep ueepnweday Buepig gng
ueewebeay uep
nji1sey | 6LOZZL | 610210 ZL | O 0 0 0 00'000'000°2 Bay| ¥ Buoyodig ese( | ueekepngey Buepig gng uejeiBay uiej-ue
esaq yIN
ueewebey uep 1epy YeWNY 'ueekepngey ueeweBeay
™ 1sey | 61022l | 6102/10 F4 ¢} 0 0 0 00'000'000°L ey I Buoyodig eseq BUBIESEld BUBIES UBRIEY|SLISS uep ueefepngey Buepig gng
ueye] S8pWad Yajo ueqiuae)/ueuetues) ebeus |
idisey | 610221 | BLOZ/I0 Zh | O 0 0 0 00'000'000°0L Bay ] Buoyod|s ese() sepsedey ugiiniBuluey 3 uvelenBued
jesedsel ueBunpuiey
ueye] ) esa(] uep wnlin ueqiieiey
id1sey | 610221 | 6L02/10 ZL | O 0 0 0 00°'000'000°0E By 9 Buoyod|g ese(] | ueuewesy sod ueseBBuspiuegueepebuad ‘ueweisluelsy| Buepig gng

NYLYAYHVASYIWIN NYWYNIBW3d ONYalg | €

0 0 0 0 00'000°000°€0L°C ONYQAI8 ¥3d HYTWNr

lu (ve UBENEIBASELIDY IEjRg/eSEQ EjEY
ejeday | 61022l | 6LOZ/L0 FA' ¢} 0 0 0 00°'000°000°051 Bey b |l unsn@ uegeyBuiad/isey|igeyey/ueuntuequiey

nmu (+s ES80 NIN UelEqLUS! UesEleD
ejedsy | gLOZ/ZL |6L0Z/10 FA ¢} 0 0 0 00°'000000°00S Bay b Buoyodis esaq | uad/ueieyBuue 4 iseliqeyey/ueunBuequied

NNS (.4 lUB] BYESQ) UElEr UesElaD

Wd3ad | 6102721 | 6L02/0 Zh |0 0 0 0 00'000°000°0CCL un 9 Buojjodis | uad/ueleyBuiadiselliqeysyueunbuequad

nu (4o BS3(] UBlEr UBSEIeB
ejedey | 610221 | 6L0T/10 ZL | o 0 0 0 00'000°000°009 Bey 2 Jlunsng | ued/ueieyBuiuad/se)igeyey/ueunbueguead

"
ejedsy | 6L0Z/2L | 6L0Z/10 Zh |0 0 0 0 00°000°000°05 Bay [4 || unsnq | ese( sejeg/eindes)/uelunuoly ueeleyewad
il ri £l (4 (13 ol L] 8 L 9 g ¥ £ z b
DONY

IvYsa13s | I INWN Isvdna WLY-v Nvha oV HYIWnr (HvIdNY ) NYLYIOIN SINIF ONVQAIE gNS/ONYAIg

noax W3uad [ DIV NVALYS | 3WnToA ISV)OT o
WY13d vAvIE

NYYNYSHYT3d NIAYM NVYVYsYs NYLYIO3X SINIr/ONYAIS 8NS/ONvalg




0 0 0 0 00'000°05L'65¢ ONYQIF ¥3d HYTNNG
T (sepwed ysjo ueyeuesyejip BA
3y 188y | 6LOZRL | 6L02/10 ZL ] O 0 0 0 00'000°000°G Bay b Buoyodis essq | ueyneled) eseq WNE Ueeojebusd ueyleled
PARRTR R (esegNg lemy uejmuaqed [EPOJY UBLUEUBUSY
3 1sey | BLOZEL | BLOT/O Zh |0 0 0 0 00'000°000'G Bey b Buoyodig eseq uep uedemsiad) ESeq KNG ueymuaqay ueBunyng Buepig gng
. Aeuy
0 1sey | gLogel | B8102/10 zZL | O 0 0 0 00'000'000°L Bey I Buoyodis eseg ueBunpuied ugyniniued uep ueygeed
eB.enjeyy uep
uendwealed yeuy ueBunpulied ‘uendweley
o 1sey | 6L0Z2L | 6L0Z/10 zZL | 0O 0 0 0 00'000'000'S Bey I Buoyodig eseq ueefepiaquis ueyniniued uep ueynejed ueefepiequiad Buepig gng
ueyey
3d 1sey | 6L0OZ/ZL | 6L02/10 zZl |o 0 0 0 00'000°000°0L Bay I Buoyodis esaq Qdd seysedey| uejeyBujuey
ueye]
ad 1sey | 6LOZEL | 6L0Z/10 Zl | o 0 0 0 00'000'000'S2 By 3 Buoyodis eseq ese(] jeybuesa seyedey ueeyBuiued
ueye esa(] Jmesedy seysedey
3d 18y | 610221 | 6L0Z/L0 r A ] 0 0] 0 00'000°000'S Bey b Yeise(] Jen esa(] ejedey seysedey umesBuiued ueeyBujued Buepig gns
uBye ueyewalad uep
a4 1sey | 6LOZ/ZL | BLOZ/LO ZL | O 0 0 0 00'000°0SL'61L Hun 0z Buoyodig eseq ueiuepa Buepig gng ueeiBay uie-ue
ueyeuBjad/ueiuelad ymun euns jeds |
3 1sey | 6LOCZL | BLOZ/0 Zk | O 0 0 0 000000008 Bey b Buoyodig eseq 1Bojouce ) uejeusBuedpejuigiueyeed
(Buepuey/ueejoeBusd isynposd
3y 1sey | 6LOZ/ZL | 610Z/10 Zl | o 0 0 0 00'000°000'02} Bey 3 Buoyodis eseq jE[E) UBNEUIBlRY ISYNPOLY uBeyBuued
(ueBuB6usd/uee|ojebusd)synpoid Jeje) ueyewIsiad
3 1sey | 6L0EL | 610210 Zl |0 0 0 [e] 00'000°000'0S 1 Bay b Buoyodig eseq uebBueq ueweue] 1synpold uegeyBuiued uep ueiuepsd Buepig gng
LAYHYASYIN NYWAYOHIENId ONVAIE | ¢
0 0 0 0 00'000°000°801 ONVYaIg ¥3d HYTANP
uejeyeiefseLuay|
3 sy | 6LOZ/ZL | 610210 zl |o 0 0 0 00'000°000'0€ Bay 3 Buojodis eseq ebeqe ueeuigwa ueynejed
gl 145 £l 4} 113 (1] 6 8 L 9 S 1 4 £ z I
IDDNY
IYs313s | IVINW Isvana WiY-Y Nvnd syl HYIWNr (HYIdNY ) NYLYIO3N SINIr ONvalg ans/oNvalg
193N W3u3ad | v JAviE NvALYS | 3wWnioa 1SVO01 b
Y NYYNYSHY13d NLAYM NYYYSYS NVYLVIO3IN SINIM/ONYAIE aNS/ONYaAIE




Bujquioyis euemiy

E—:ﬂ%m

¥z0z 1idy 6z ‘Buejeyipis
0 oL gl 8z 00'000°0Z1°969' V101 HYIWNG
-1 ¥l £ Z 1 ol 8 8 L 9 ] v £ z b
790NV NYnd | DIV
wsanas|wvinw | isvana | wiwv HYINNP (Hvidny ) o3 I ONvaI
el W3¥3d | Div] VIS NVNLYS | 3WNTOA 1SV NV.LVIO3N SINIF NvQIg 8nS/ONValg a
$MVIad
x NYYNVYSHY13d NINYM NVHYSYS NV1VIO3N SINIF/ONYAIE 8NS/ONValE




00'0 00'0 000 000 00’0 00'0 00'0 0000000024 ebeus | 'Asely ¥mun) uejeyssey Buepig ueynele uep usynniusd £0'20
00'0 00'0 000 00'0 000 00'0 00'0 00'000°000'G ‘eiswe '|Wing sy ‘UByequie]| uN) npueisod ueesebBusisiusy Z0'20
00’0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 000 00°000°000'V 1 ‘7eqo) eS8 NI Sepulod/eseq UBleyesey| sod ueeiebBueiefuey 1020
00’0 00'0 000 00'0 00’0 00'0 000 00'000°000'9 1sejsesdiagunisiy Bmsis 1Beq ueyipipus LeBunyng o110
00'0 00'0 000 00'0 00’0 00'0 00'0 00'000°000'94 1eyeledise)y 1Beg ueyipipued Ueynejed uep ueyniniusd £€0°10
00'0 00'0 000 000 000 00'0 00'0 00'000°00002 A [EULIOJUON UeSEIpeN/Dd LYY LV LALIANYd UeseBBusiefusd 0L
YS30 NVNNONYEW3d NYYNYSHY13d ONYAIS 20
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00‘0 00'000°04£'928 | 00'0 Buepig Jed yejwnr
00’0 00'0 00'0 00'0 00'0 000 00'000°000'8 00'0 ese( sy Yeue| |seyyies 10'0
00’0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'000°006'2 00’0 esa(] [8BULIOM| Waisig ueBusquebusy 80'¥0
000 000 000 000 000 000 00'000°000°€ 00’0 epedey| IsewIojU| Uep esa(ldd ‘'eseQ ejedey uelode ueunsniusd 10'+0
00'0 00'0 000 000 00'0 00'0 00'000'000'9 000 uiejes sepexlad/sepiad) eseq uedeliqey ueunsniusy 90'F0
00'0 000 000 000 00'0 000 00'000'000'F L 00'0 (llp BSEQdMH/ESa0NNdY) BSAQ UBBLESUBIa UBLWIMYO(] UBUNSNAUSY £0'¥0
00'0 00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'000'00021 000 esap Bnquis) _5uw=__£ efuuie ese( ueiemedsnp ueesebBusiefuey Z0'vo
00'0 0o'o 000 00'0 000 00’0 00°'000°000°€ 00’0 ueseyeque4/ese(] ueeueous.ad Yeliemelsnyy ueeiebbuajelusy 10v0
00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'000°000'001 00'0 JoJUEY eusleseld/Bunpes) uejeyBuiuad/seyiqeysyueunBuequisy £0'20
00'0 000 o0'0 00'0 00'0 00'0 00'000°'000'SE 000 ueyEjuLBLIe/UBICIUBY 8 (dE18 16SY) BUBIES UBBIPRAUSY 1020
000 000 000 000 00'0 000 00’000 ¥8Z 61 00'0 Qdg uebuefun] ueeipsfusd S0'10
000 00'0 000 00'0 00'0 000 0000000025 00'0 uep MdMd JoucH M 1y) eseq yeuuswad euciseiedp ueeipaiusy ¥O'LO
000 000 000 00'0 00'0 000 00'000°0ZE 85 000 esa( 1evbueled uep ess( ejede)y| IBeq |eisog UeLILEl UEBIPeius €010
00'0 00'0 000 00'0 00'0 000 00'00098Z2'28 4 000 esa(] JeyBueleq ueBuefun| uep deja| uejiseyBued ueeipsiuey Z0'10
000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'000°086'LE 000 esa(] ejedey ueBuefun| uep dejs| ueseybuad ueepeiued 1010
¥S30 NYHVY.LNIMIWId NYHYOONIT1IANId ONvalg 1o
(110) NIVTNIVT | LvMvEVASYW | (avd) vs3a sy | VION/EWH ISNINO¥d _ Lisnari13umvrvd| (aav) vs3a (Ngav)
NV.1VdVaN3d VAVAYMS NVLVdVaN3d NVONYNIN NYNLNYE 1ISYHIOVE | YNVAISYMOTY | ¥s3dvNva VS30 NYLVIOIN ——
1 WYHOO0ud ILYMIANI
JLLYMIONI YNYQ ¥38lNNs
YHVLN VHILYWNS ISNINOHd ISNINOYd
IHIvYa NILYdNEYH VLOM/NILVdNaYH
NINH NdW3N LYdWAIS NYLYWYIINH NYLYWYO3N
ONOLT0dIS ¥SIQ HYLNIYIN3d vs3aa
202 NNHVYL

VS34a J1LLYMIANI N9vd




000

00'0 00’0 00'000°000'52 eseq ®yBueieg seymedey uemyBuueg | zo'eo
00'0 00'0 000 00'0 00'0 o0'o 00'0 00'000°000'G esd() ejedey seysedey| uejeyBujuey LOE0
00'0 00'0 000 000 000 00'0 00'000°054'6} 000 Umjelwislad uep ueluepy Buepig qns ueeiBey| Ujej-uie 8620
00'0 000 00'0 000 00'o oo'o 000 00'000°000'8 }niun eung jeda | 1Bojouoye | UeeLsBusdpeILIg/UBY RSy 020
00'0 00'0 00'0 000 00’0 00'0 000 00°000°000'0Z 4 ieje) uexewsiad Isnpold uejeyBuiuey 2020
00’0 000 o000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'000'000°05+ iefe} uebued Ueweue | 1synpoid ugieyBuiuey 1020
LIVHYASYIN NYYAYANIGW3d ONYaIg 0
00'o 00'0 00'0 00'0 00'0 00‘0 00'000°000°% 00°000°000'¥04 Buepig Jed yejwnp
00'0 00'o 00'0 00'0 00'0 000 000 00'000°000°0€ umexesefsewey ebequen ueeuiqwa  UeyLe|ey PO'P0
000 00'0 000 00'0 00'0 00’0 00'0 00'000°000°G 4 Miid ueBuigWey €0'F0
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'000°000'% 00'0 QWA VWA VAW ueeuiqued | zo'po
00'0 000 000 000 00'0 00'0 00'0 00°000°005 eBe.ye|o uep ueepniadey Buepig gng uejeiBoey) ule-uien 66°€0
00'0 00'0 00'0 000 000 00’0 000 00'000'00S € esa( jexbul L eBesye|o/ueepnLaday qnpeuniEBue.ey, UBEBUIGLIS Y 90°E0
000 00’0 000 00'0 00'0 00'0 000 00°000'000'S esaQ jeybuil ueepnwedey ueyneey ueeseBBusieiuey zZ0'c0
00'0 00'0 000 00'0 oo'o 00'0 000 00'000'000'2 ueguieBes)| uep ueeepnqey Buepig gng uejeiBey| Ujel-uje 8620
00'0 000 00'0 00'0 o0'0 oo'o 00'0 00°000°000'L UBp JEPY Lewny ‘ueedepnqey| BUBIESE. BUBIES UBelBy||eluay P20
00’0 00’0 000 00'0 00'0 00'0 00’0 00°000°000'04 ueqhisisy/UsuBLuBe) ebeus | seysedey ueieyBuiey 3 umenBusy | zo'i0
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'000°000°0E esa(] UueLUes)| S04 ueieBBusjalued/ueepebusy 10'10
NVLYMYHYASYNIN NYYNISWId ONValg €0
00'0 00'0 00'0 0o'0 00'0 00'0 00'0 00'000'000'€0L'S Buepig Jod yejpunp
00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 000 00°'000'000°051 lejeg/esaq lefeg uelexBuluad/iseyiqeyey/ueunbuequisy SL'e0
00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00°000°000'005 MW Ueiequisr uese.sBuaduereyBulued/iseyiqeysy/ueunBuequed | g1°g0
00'0 00'0 00'0 00'0 000 00'0 00'0 00°000'000'021 e | eyesn uejer ueselabuad/ueeyBulue/iseyjigeyey ueunBuequusy FAR ]
00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 000 00'000°'000'009 (.. BSBQ UBjEP uese.abiuaduereyBuiued/seygeyey ueunBuequiey oL'E0
00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 000 00°000'000°05 esa(] sejeg/einden/usLunuoly Ueeleyjewey 60°€0
00'0 000 000 00’0 00’0 00'0 000 00'000°000'05L ES8(] UBE[ BUBJESELJ UBRIEY[OWIS S0'E0
000 00'0 00'0 000 000 00'0 000 00°000°000°'009 Ue] eyes) ueier ueeleyBLs £0'€0
00'0 000 000 000 00'0 00'0 00'0 00'000°000'00. Bueguewynwey ueBunyBul uejer uee.eyijslusy Z0'€0
000 00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 00°000°000°05. eseQ uejer UBeley|jewey L0'€0
00'o 0o'o 000 00'0 oo0'o 00'0 00'0 00°000°000°0+ [euoisipe. | ueleyess)) efedn uesemeBusy uep ueeuiguey 1020
(17Q) NWTNIVT | LvMvavASYIN | (avd) vsaa msy | ViOMEWH ISNINO¥d __lisnaniiaumvrva| (aav) veaa (Nadv )
NYLYdYaN3d vAvavms NY.LVdVaN3d NYONYNIM NVNLNVE TSYHIOVE | YNVAISYNOTY | vs3d wNva V30 NVLVIOIN oy

JILYMIONI YNVQ ¥38lns

| WYHD0Hd AILYMIaNI




— — ——

00'0 00'0 00'0 00'0 00'000'0Z}'6¥9 00°000°000°L¥L ¥ eAuyninjes yejwunp

00'0 00'o 00'0 00'0 00‘0 00'0 00'000°09.°81 00'000°000°0%€ Buepig sed yejune

00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 000 00°000'000'S Usio uexeuesxeyp BA ueynejey) eseq WNg ueejobusy ueyneey 2090
00'0 00'0 000 000 00'0 00'0 000 00'000°000'S [emy UBNmUeqIsy uep uedelsisd) eseq WiNg UeyMuequiey 10'90
00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 000 00'000'000'4 yeuy ueBunpulieq ueyninfued uep ueynejey Z0%0
000 00'0 000 000 00’0 0o0'o 00’0 00°000°000'G uendweley ueelepiequiad ueynjniued uep ueypejey 10'+0
000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00°000'000°01 Qdd seysedey ueieyBuiusy £0'€0
(MA) NIVT-NIVT | LvsivivAsYW | (avd) vsaa sy | YLON/EWM ISNINO¥d __lisnamiiaumvrvd|  (aav) vsaa (Nadv)

NvivdvaNad VAVOVMS NYLVdVON3d NYONYNIN NVNLNVE WSVHIOVE | YNVAISYNOTY | wsaa wnva VS30 NVLVIOIN -

4LLYMIONI YNYQ H38gWNs

| WYHO0Hd 4ILYMIONI




